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Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
yang berkedudukan dan berkantor di Palangka
Raya Jalan R.T.A Miiono Nomor 0;, berdasarkan
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
00liSPPijPT.MADYAiiiiBKDi20i8 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk seianjutnya disebut PiHAK KESATU.

Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur,
Kaiimantan Seiatan, Kaiimantan Tengah dan
Kaiimantan Utara Badan Penyeienggara Jarninan
Sosial Kesehatan, JI. Ruhui Rahayu NO.8
Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, Dalam hai ini bertlndak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan
Direktur Utama BPJS Kesehatan NomOI:
1003/Peg-04/0418 Tanggal 24 April 2018 oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
8adan Penyelenggaia Jaminan Sosial
Kesehatan.
Untuk selaniutnya oisebut P1HAK KEDUA.



Setanjutnya PtHAK KESATU dan PtHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"
dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".
PARA PIHAK terlebih danulu menerangkan hat-hat sebagai berikut:

A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk, melaksanakan kewajiban menyediakan
kepastian jarninan kesehatan sebagai saiah satu kebutunan dasar nidup yang layak bagi
setiap pendudukdi wilayahnya sebagalmana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan
Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosia! Naslorml.

B. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEOUA sebagai
Badan Penyeienggara Jarnlnan Sosial Kesehatan sebaqalmana diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 20;; tentang Badan Penyeienggara Jarninan Sosiai dan
peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESA TU dan PIHAK KEDUA setuju dan
sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanj!an Kerja Same
Kepesertaan Program Jarninan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah (setanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan
ketentuan sebagaimana tercantum daiarn Pasai-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1
OEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istllan-istitah berikut memiliki pengertian
sebagai berikut:
a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta

memperoleh rnanfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan oalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Propinsi Kalimantan
Tengah yang iurannya dibayar oleh PIHAK KESATU;

b. Badan Penyeienggara Jaminan Sosiai Kesenatan yang selaniutnya disingkat BPJS
Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;

c. Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU untuk diikutsertakan
dalam Jaminan Kesehatan;

d. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pl3ngurangan
jumlah Peserta:

e. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan
keqiatan menyandingkan data dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan
jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

f. Peserta Tarnbahan aclalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum
termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;

g. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta;
h. iuran Jarninan Kesehatan ada!ah sejumtah uang yang dibayar secara teratur e!eh PiH,Ll,K

KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh
PIHAK KEDUA

i. identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat yangpeling sedikit memuat nama dan
nom or identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintergrasi dengan Nomor Identitas
Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;



j. Virtual Account adalah nom or rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai
rekening tujuan dalam pernbayaran iuran Jaminan Kesehatan dari P!HAK KESATU kepada
PIHAK KEDUA;

k. Fasilitas Kesehatan yang selaniutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan
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Peserta;

1. Pemeiiharaan Kesshatan aoaran upaya kesehatan yang meiiputi peningkaian,
pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;

m. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh PIHAK
KESATU atau PIHAKKEDUA.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

•
(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA

PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program
Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Yang didaftarkan oleh Pemerintah Propinsi
Kalimantan Tengah

(2) Iujuan Perjanjian Kerja 5ama nu aoaian terwujudnya penyeienggaraan Jarninan
Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Propinsi Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosiai
(BPJS) Kesehatan.

PASAL 3
RUANG LlNGKUP

Ruang Iingkup perjaniian iru adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kssenatan bagi
Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Propinsi Kahmantan Tengah, yang meiiputi:
1. Kepesertaan
2. Pembayaran iuran
3. Pelayanan Kesehatan

• PASAL4
HAK DAN KEWAJIBAN P!HAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:
a. Memperoleh Jarninan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang rnerupakan

penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. Mernperoleh !nfcrm~tsi dart P!H,li,K KEDu#a~ berkaitan dengan prosedur pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada Peserta;

c. Menyampaikan pengaduan kepada PiHAK KEDUA;
d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK

KEDUA kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
e. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA;



•

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
a. Melakukan pendataan dan verifikasi Peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan

Kesehatan Nasional kepada PIHAK KEDUA dengan menetapkan jumlah Peserta yang
benar dan akurat sesuai format yang disediakan oleh PIHAK KEDUA baik secara
manual maupun sistem termasuk data mutasl peserta yang dilengkapi denqan Nornor
Induk Kependudukan;

b. Mengalokasikan anggaran iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu
Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak bayi dilahirkan.

c. Mernastkan telah diaiiiggarkannya iuran atas Peserta Penduduk yang dldsftarkan oleh
Pemerintah Propinsi Kalirnantan Tengah untuk satu periode Peijanjian Kerja Sama;

d. Melakukan pernbayaran iuran tepat waktu kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah
Peserta terdattar dan iadwal 'Jan~ telah disepakati;

e. Mendistribusikan \dentitas Peserta bersama dengan PIHAK KEDUA kepada Peserta
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang sah;

f. ivielakukan rekonsiliasi data Peserta bersama denqan PIHAK KEOUA sekuranq-
kurangnya tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan
dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta;

g. Secara sendiri-sendliri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan
informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta;

h. Mentaati sernua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;

PASAL5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

•

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Menerima data peserta yang telah di validasi dan verifikasi dart PIHAK KESATU sesuai

dengan format yang telah ditentukan;
b. Melakukan penaqihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari PIHAK KESATU

secara tepat waktu sebaqairnana disepakati dalam Perjanjian ini;
c. Menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi

ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
d. Mendapatkan kepastian terkait anggaran iuran atas penduduk yang didattarkan oleh

Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang digunakan untuk satu periode Perjanjian
Kerja 8ama;

(2) PIHAK KEDUA berkewajban untuk:
a. Memberikan Jarninan Pelayanan Kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan prosedur pelayanan kesehatan bag! Peserta;
c. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sarna dengan PIHAK KESATU memberikan

informasi tentang ketentuan dan prosedur peiayanan kesehatan kepada Pesarta
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dart PIHAK KESATU;
CO Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyeienggaraan

Jamlnan Kesehatan kepada Peserta;
f. Melakukan penginputan data Peserta yang telah divalidasi, verifikasi dan ditetapkan;
g. Menerbitkan Identitas peserta;
h. Mendistribusikan Identitas Peserta bersama dengan PIHAK KESATU kepada Peserta

yang sah;



1. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan PIHAK KESATU sekurang-
kurangnya tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran dan dituangkan dalam
berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta

PASAL6
KEPESERTAAN

(1) Jumlah Peserta awal yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat
ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumiah 9.451 jiwa,

(2.) PtHAK KESATU waiib mendaftarkan bayi baru lahir dad lbu Kandung yang telah terdaftar
sebaaai Peserta Penduduk vana didaftarkan oleh Pemerintah Prooinsi Kalimantan Tenaah

_ ,; '"' ~ v

(3) Peserta yang didaftarkan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatas berdasarkan pada
nasu rekonsiliasi yang dituangkan pada berita acara.

(4) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah wajib dldaftarkan
beserta seluruh anggota keluarqanva, dengan quota maksimal 90.255 iiwa sampai dengan
31 Desember 2.019, clikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai
peserta JKN segmen lainnya sesuat ketentuan yang bertaku.

(5) Pendaftaran Peserta pada ayat (2) di atas dilakukan berdasarkan permintaan dari PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA balk secara manual melalui permintaan tertulis maupun
secara slstem dan kepesertaannya aktlf pads saat didaftarkan.

•

(6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan mendapatkan
Identitas Peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KEOUA, sesuai tanapan pencetakan Kartu
indonesia Sehat yang ditetapkan PiHAK KEDUA

(7) Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (6) belum diterbitkan oleh PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KEDUA dapat memberikan electronic icientity (e-IO) sebagai bukti yang sah
untuk mendapatkan peiayanan kesehatan.

(8) Perubahan Peserta karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 25 setiap
bulannya dan dituangkan dalam berita acara dan kepesertaannya aktif pada tanggal 01
bulan berikutnya.

(9) Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
a. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan seteJah ditandatanganinya Perjanjian ini

meliputi:
1. suami/lsteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu

meninggallbercerai;
2. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta

yang didaftarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalirnantan Tengah;
3. anak angkatianak tiri yang sah:

b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab
dibawah ini:

1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dart pejabat yang
berwewenang;

2. pindah ternpat tingga! ke luar wilayah Propinsi Kalirnantan Tenqah, denqan
melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwewenang;

3. pindah Jenis Kepesertaan. dengan meiarnpirkan bukti registrasi pendaftaran
menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru;

(10) Perubahan peserta karena adanya mutasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
Peserta yang ditandatangani PARA PiHAK atau pejabat yang ditunjuk dan dijadikan
sebagai dasar tagihan iuran.



(11) PARA PIHAK wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada bulan terakhir
masa perjanjian kerja sama sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan
pembayaran iuran yang harus dibayarkan PIHAK KESATU atas mutasi peserta sebelum
berakhirnya perjanjian kerja sama ini yang dituangkan dalam Berita Acara.
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yang akan dituanqkan pada psrjanjian keria sama berikutnya,

(13) proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan
Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PEMBAYARANIURAN

(1) Besaran iuran Peserta mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 23.000,00 (dua puiuh tiga ribu rupiah) per

, jiwa per bulan.
(2) Apabila besaran iuran jarninan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini mengalami
perubahan, maka dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran
jaminan kesehatan yang ber!aku sejak tangga! berlakunya perubahan Peraturan
Perundang-Undangan tersebut.

(3) PIHAK KESATU menganggarkan dan membayarkan iuran penduduk yanQ! didaftarkannya
dalarn Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan
sumber dana dari APBD Propinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019 dengan mata
anggaran 1.02.1.02.01.65.04

•

setelah menerima surat tagihan iuran dari PlHAK KEDUA.;
(5) Pembayaran luran oleh PiHAK KESATU dilakukan dengan menggunakar. nomor Virtual

Account yang akan disampaikan secara tertulis oleh PlHAK KEDUA beserta nama bank
penerima iuran.

(6) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada
rnasa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PiHAK KESATU wajib
melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak terse but kepada PIHAK KEDUA.

(7) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya transfer (kliring) dibebankan kepada
PIHAK KESATU.

(8) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian

Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran
bulan/tahapan berikutnya;

b. Apabiia keiebihan pernbayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja 8ama
berakhir, keiebihan pembayaran terse but akan dikembaiikan oieh PiHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU.

PASAL8
PENGALiHAN DAN PENGAKTiFAN KEPESERTAAN

(1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi
Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS capat
dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK
KESATU, dengan ketentuan:

a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta
Penerima Santuan luran (PSI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja
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(4)•
(5)

•

(6)

Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung
dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Oaerah;

b. Penduduk yang sudah pernan terdaftar dalam Program .JKN-KIS sebaqai Peserta
Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak
ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK
K.ESATU dengan surat keteranqan tidak mampu dari pejabat yang bervv'enang;

c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan
oleh P!HAK KESATU narnun dalarn status non aktif karena sudah tidak ditanggung;
dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK
KESATU;

d. Penduduk yang telah terdaftar dalarn Program Jarnlnan Kesehatan Nasional sebagai
peserta Pekerja Bukan Penerlma Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan
status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi
Peserta Penduduk y~mg didaftarkan oleh PIHAK KESATU setelah terlebih dahulu
rnenyerahkan sura!t pemyataan yang ditandatanqani oleh pessrta tersebut sesuai
format surat pernyataan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan surat
keterangan tidak mamu dari pejabat yang berwenang;

Peserta Penqalihan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak
Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
Pengalihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, b, C, d, dan e, sesuai ketentuan
yang berlaku,
Peserta pengalihan selama kurun waktu 12 bulan tidak diperkenankan kembali menjadi
peserta Pekerja Bukan Penersna Upah (PBPU) can Bukan Pekerja (BP), kecuali bagi
peserta yang telah bekerja dan dldeftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebaqai Peserta
Pekerja Penerima Upah (PPU).
Peserta pengalihan sebaqaimana ayat (4) setelah 12 bulan dapat mengajukan
permohonan kepada PIHAK KEDUii, untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan biaya senclri
maksimum·1 kali dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan
atas tunggakan lurannya sebaqai PBPU/BP Uika ada) serta bersedia melakukan
pernbayaran iuran secara euiodebet.
Terhadap Peserta pad cl ayat (5) di atas, apabila terjadi keterlambatan iuran selama 6
(enam) bulan setelah diallhkan menjadi PBPUlBP, maka peserta tersebut akan kembaf
diatihkan menjadi P8S€~rt3yang didattarkan oleh PIH,h,K KES,ll.TU yeng disertai surat
keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, dan selanjutnya mengacu pada
ayat (4) dan (5) pasal ini;
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Peserta Pengalihan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA;
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~<ESATU kepada PIH.t~K KEDUA batk secara manual maupun secara sistern yang
diserahkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya dan kepesertaannya aktif pada
tangga! 1 (satu) bulan berikumya. ApabHa pengajuan penqalihan dart PIHAK. KESi\TU
,.Ji .•.•..•.•••..••..•_ .•.••a,.~•....I,_ •...•..",.j", OIUI\V Kcni Ii'.. ,..,i ""'.""'~ + •..••"g,...~,i t7j;;:;. 1"Vt~(,,, (,~t"'\~~or+~~n"'\/'3 ak ."If ",~,....j"3
UI~CUlf...,al"all n.t:itJoua 1.111""'\1, ,&,.,..uur\\.u aLD\:» LCUI ~QI &"-VI IIIQI'Q "\J..,v~vl"g~t'lII.]Q COl''''' ,..,'-tUg
tangga/1 (satu) pad a 2 (dua) bu/an berikutnya;
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PASAL 9
PELA YANAN KESEHATAN

(1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif
kepesertaannya. .

'')\ O .••.•.""",h",ri,..""" t'YII~"""';:"''''+ ko ••• fII"'" t"'V\ ••••• ""+~,,+ i""",,j"~n kesehatan \I~"'''' !3~~n riiho,.jt,."!Sn I'\ioh 0, i,W,"A"K:\Ll I 0111Ut:itlall IIIQIIIClQL IJvlUPCI Illgrrrgcu. Jc;;lfIIIJrCOilII"v ""ltQU;;U' J~'.~ ••.•.,""'•• "".""" u,••.•••VIVI' •.

KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem
Jarninan Sosial Nasional.

(3) Ruang iingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat inap
Tingkat Pertama, Rawat JaJan Tingkat Lanjutan,Rawat Inap Tingkat Lanjutan, peJayanan
maternal neonatai, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang
mengacu kepada Peraturan Perundanq-undangan yang berlaku.

(4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3
(tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.



\0) r-Int\" M:\::>f\1U oenanggungJawao atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan
. medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
(6) Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL10
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanqqal 1 Januari
2019 dan berakhir pada tanggal31 Desember 2019

(2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk mernperpanianq
Perjanilan ini dalam waktu selambat-lambatnye 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya
Perjaojian atau dalarn waktu yang disepakati P.D,R,il, P!H,A,K.

(3) Apabila selambat-Iambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka
waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari PiHAK KESATU untuk memperpanjang
waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tan9gal
berakhirnya Perjanjian.

PASAL11
ADDENDUM/AMANDEMEN

• (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian
perubahan atau tarnbahan (addendurn/amanoemen) yang ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

(2) Hal-ha! yang belum diatur atall terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan
kemudian oleh p,A,p"li, F)!H,l1,K dan rnerupakan baqlan yang tidak terplsahkan dari Perjanjian
ini.

(3) Psrubahan (addendum) terhadap Perjaniian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan
PARAPIHAK.

PASAL12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

•
(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah

suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK
dan yang menyebabkan Pihak yang mengaiaminya tidak dapat melaksanakan atau
terpaksa menunda pelaksanaan kewejbannya dalarn Perjanjian inL Force Majeure tersebut
mciinllti hcnl"~n"!t '!li~n., h~nii... \"'!lh~h no.r"=,,.,,.. "'t:u·'n~o,.,.,,"+~(,~" h. fr. f h",,.,,,,, •....'-\t'Y\",...""l,,'"' •....
"1_ •• ,...."""'''. __ , ._1WI11\,.4 •••• '-A.", ".fI( ••~' 'J" J •• Q..." .••• , tJ'" QI .~, ,""vI t ,...,""'. VI l\g"QI I, IIUI ••••""1 IQ) IQ, "'~IIIV~Vr'QI'

umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung
terhadap petaksanaan Perjaniian ini.

(2) Dalam hat terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena
Force Majeure wajib rnemberitahukan adanya peristiwa Force Majeure terse but kepada
Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang
berwenanq yang rnenerangkan adanya peristiwa Force i'liajeure terse but. Pinak yang
terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan
kewajibannya sebagaimana diatur dalarn Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force
Majeure berakhir.
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•

•

(3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga
oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puiuh) hari
\, •••1""•..•,./"",. ,....."."". DlI D 11 DII-i AV '"'0"''''''''+ untuk rY>~ni •..•i"", \'orY>j.-,,,,li '",,,,nil',,, \f'fakt.' Perianilan i",i
r\QI~II\.AUI, I. u:;."g • ". '" I .1 rru '- ~v",Q"g •. \.11n. J'\. t. IVI .11 IJgy """'. , """QU VQ:I.~ng ." '''Y' "" JYI '11 If" 11.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya
penstiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL13
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Perianiian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK
KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
b. Apabila sete!ah teguran lisan, P!HAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya,

maka P1HAK KESAT'U berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-rnasing peringatan adalah
10 (sepuluh) hari;

. c. Apabila PIHAK KEDLJA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b ayat inl, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan
kewaiibannya berdasarkan Peljaniian ini.

(2) Apabiia PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:

a. Menegur PiHAK KESATU secara iisan;
b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya,

maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK
KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah
10 (sepuluh) hari;

c. Apabila P!HAK KESP~TUtidak rnenqindahkan perinqatan sebaqalmana dimaksud pad a
huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL14
PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian,
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku

efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran terse but;
b. Salah satu Pihak melanggar saiah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalarn

Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusana untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kaii
dengan tenggang waktu masing-masing surat teguraniperingatan minimal 10 (sepuluh)
hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pad a tanggal surat
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

(2) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjaniian.
(3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum

diselesaikan atau masih tertunggak o!eh salah satu Pihak terhadap Plhak !ainnya, sehingga
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai
terseiesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
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,Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan
hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAl'15
PENYELESAiAN PERSEUSIHAN DAN DOMISILI

('I) Setiap perseiisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan
dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah den rnufakat
oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasi! mencapai mufakat, maka PARA
t)IU 1\ v .....•...•..•1,•••+ ••••• +•• 1, •.••••"".,,,"" ••"'hi,, ••n oenveleseian ".orC!ol'iC!ih!ln yorcohllt mgi!:lh I; P,,:mf1!:1riil:=!nr 11IMI' ~:n:;fJCI",al UIIlUf' IJ.\:i"l'C' Qll"QII tJ'Wl ,,,,,.,,,,~t.;4It;A, I f"'V' .....,"",tVII '•...•, I to_ • ...,..., ••...--- ••• _ •••.•••- •• _. ·v--··-···

(3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukurn atau
domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadiian Negeri Palangka Raya

PASAL16
PENGALlHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik
sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari
Pihak lainnya .• DAC'I\I ';7rnu,",L. I1

KORESPODENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan
atau persetujuan-persetuluan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada
Pihak lainnya da/am pelaksanaan Perjanjian ini, harus dllakukan secara tertulis dan
disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

", :_.1._'- n :__: 1/_1: 4.__ T &...
1""t::1I 1t::111IlClI I rl Uf.llll~1 r'l.ClIIIIIClIHc;l11I CII~c;lll

Cq. Oinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah
JI Yos Sudarso No. 9 Paiangka Raya
U.p. : Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng
Faksimile : (0536) 3227604

PIHAKKEDUA BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya
Berkantor di Jalan Diponeqoro NO.21 Kotak Pes 181
Kota Paiangka Raya
u.p. : BPJS Kesehatan Cab. Palangka Raya
Faksimile : (0536) 3222781

•
atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu
kepada yang lain, secara tertulis.

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsUlng dianggap telah diterima pada hari
penyerahan dengan bukti tanda tang an penerimaan pad a buku ekspedisi atau buku tanda
terima pengiriman. sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah
diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex
,.,-- kontirmasi faksimile p"'d"" oenoirirnan +#!)('C!irY\'i.o\,Ic;l11"Villi IIQ." la" "'III~ a Cl fJ~ 'l:f"" Cl' 'Cl"""'" '''' .••
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DliC::lii iQ
I r\.vr\l_ IV

HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adaiah menurut
hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL19
PERNYATAl1,N DAN JAM!N,.L'i,N

(1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian in! dilaksanakan secara profesional denqan penuh
tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang sating menguntungkan.

(2) Masing-masing Pihak dengan inl menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-
•.•..•~~; •.•,., Dih.,j, ,./•.•.i•.•."'" D.", ••ianiian in; rnQrnn, 'n\l~B in ,~c:~ tI~n i"/AWAI''I::itlrl iiAiii rh iJn!~liik
IIIQ~III~ I It IQI' U(;lIe;•• I' ••.••••• J IIJ' ,. If 111 I1tv. r It"twe. '1-U •.••---- -_.. .:~ _ •• ..;. '_.';;;J r-;";' .--~. _.- -,.. -

mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam
peiaksanaan Perjanjian ini.

(3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adaiah pihak
yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian inl.

(4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan
pslaksanaan Perjanjian in! tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan
kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundanq-undanqan serta kebllakan-kebijakan
pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 20
TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU bertang~Jung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta
yang diberikan kepada P!HAK KEDUA Sehingga P!HAK KEDUA dilepaskan dari segala
tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang
diberikan oleh PIHAK KESATU tersebut.

(2) PIHAK KEDU,Ij, bertanggung jawab atas pendistribusian ldentitas peserta untuk sarnpai ke

•
tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jarninan Kesehatan
hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA
sebaqaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-
ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya,
penambah-penambahannya, penggantian-penggantlarmya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatanqani oleh Pl\RP, P!H,L\i(,.

(4) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
merupakan pemberian sejurnlah dana atas nama Peserta penduduk yang dldaftarkan oleh
Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun
peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah
diikhlaskan untuk menolonq peserta lain yang membutuhkan sebagai sebaqai bentuk
gotong royong.

(5) P!H,A.KKESATU memberlkan kuasa kepada PIH,A,K KEDUA untuk mengelola dana amanat
beserta hasit pengembc:lngannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran
manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Atas kuasa pengeioiaan dana amanat sebagaimana tercanturn pad a ayat (:5), PiHAK
KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan

11----~'l'--'I ParafPihak I h. I
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Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan
Perundanq-Undanqan

(7) P!HAK KESATU mernberikan kuasa kspada PIHAK KEDUA untuk menggunakan lnfcrmasi
medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

(8) PiHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta

PASAL 21
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku
atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang beriaku, maka PARA
PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat
dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) , asli, masing-masing sama bunyinya,
di atas kertas bermateral cukup ssrta mempunyai kekuatan hukum yang same setelah ditanda-
tangani oieh PARA PiHAK.

PiHAj( j(1=~ATI i• '1" , •.•.• ,, __ * •• ' ••.
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